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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Dasar penetapan upah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 Tentang Pengupahan bagi Pekerja/Buruh dengan sistem 

remote working. 

Bagi Pekerja/Buruh yang menerapkan sistem remote working tertutup 

kemungkinan penetapan upah bagi Pekerja/Buruhnya didasarkan dengan 

satuan waktu. Mengingat bahwa remote working diterapkan oleh 

Pekerja/Buruh yang dalam pelaksanaannya mereka melakukan pekerjaan di 

luar tempat kerja pada biasanya. Pemberi Kerja tidak dapat melakukan 

pengawasan secara efektif terhadap Pekerja/Buruhnya perihal lama 

waktunya melakukan pekerjaan. Selain itu, penetapan upah berdasarkan 

waktu bagi Pekerja/Buruh tersebut akan menjadi tidak memiliki ukuran 

jelas, bahkan mereka dapat bekerja di mana saja.  

Bagi Pekerja/Buruh yang menerapkan sistem remote working akan lebih 

pasti dan terukur jika penetapan upah didasarkan pada satuan hasil. Artinya 

akan ada ketentuan hasil atau target pekerjaan di dalam Perjanjian Kerja 

yang menerapkan sistem remote working. Hal ini juga mengingat pada 
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syarat sah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja 

yang salah satunya adanya kesepakatan para pihak. Oleh karenanya, 

semakin jelas bahwa dasar penetapan upah bagi Pekerja/Buruh dengan 

sistem remote working dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para 

pihak tersebut, termasuk para pihak bersepakat untuk menetapkan upah 

didasarkan pada satuan hasil. Hasil pekerjaan bagi Pekerja/Buruh dengan 

sistem remote working akan tercatat dan terukur melalui Key Performance 

Indicator atau sering disingkat sebagai KPI. KPI ini merupakan metode 

penilaian yang dilakukan untuk mengukur seberapa efektif suatu 

Pekerja/Buruh maupun divisi kerjanya dalam mencapai tujuan bersama. 

 

2. Penerapan Pengaturan Tentang Pemotongan Upah Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Bagi 

Pekerja/Buruh Dengan Sistem Remote Working Di Indonesia 

Penerapan pengaturan tentang pemotongan upah dalam Pasal 63 hingga 

Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 

bagi Pekerja/Buruh dengan sistem Remote Working di Indonesia pun 

diberlakukan sama dengan pengaturan bagi Pekerja/Buruh konvensional. 

Hal ini dikarenakan para Pekerja/Buruh tersebut walaupun tidak bekerja di 

kantor perusahaan, tetapi mereka tetap melakukan pekerjaan sesuai hasil 

yang telah disepakati sebelumnya dalam Perjanjian Kerja. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran 

penelitian, yakni: 

1. Disarankan kepada Pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-

undangan untuk membentuk ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan 

mengenai apa yang dimaksud dengan sistem kerja dengan jarak jauh atau 

remote working, akibat hukum dari sistem kerja jarak jauh atau remote 

working serta bagaimana perlindungan bagi para Pekerja/Buruh yang 

bekerja dengan sistem tersebut. Hal ini dilakukan agar menjamin kepastian 

hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah berkembang 

sistem kerjanya menggunakan sistem remote working. 

2. Disarankan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum  

sistem pengupahan bagi Pekerja/Buruh dengan sistem remote working 

sepanjang mereka dapat membuktikan hasil kerjanya, karena sistem 

pengupahan Pekerja/Buruh tersebut adalah berdasarkan pada satuan hasil 

dan bukan atas dasar satuan waktu. 

3. Disarankan kepada Pengusaha atau Pemberi Kerja apabila hendak 

melakukan pemotongan upah, maka harus melakukan pemotongan tersebut 

berdasarkan pada ketentuan ketenagakerjaan tentang pemotongan upah, 

karena para Pekerja/Buruh tersebut walaupun tidak bekerja di kantor 

perusahaan, namun tetap melakukan pekerjaan dengan hasil yang telah 

disepakati sebelumnya. Sehingga pengusaha tidak dapat secara sewenang-
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wenang melakukan pemotongan upah dengan alasan yang tidak 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Disarankan kepada Pekerja/Buruh yang bekerja secara remote working 

hendaknya mengerti mengenai hak-haknya dalam hal pengupahan, karena 

walaupun yang bersangkutan bekerja secara remote working, namun mereka 

akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja yang bekerja 

bukan sistem remote working, kecuali dalam hal penetapan upah. 

5. Disarankan kepada Pekerja/Buruh yang bekerja secara remote working 

hendaknya melakukan perundingan dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja 

saat membuat Perjanjian Kerja terkait ketentuan pengupahan. Hal ini 

dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas upah bagi 

Pekerja/Buruh. 
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